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Nomor : W.13-PP.04.02- 256 13 April 2026 
Sifat : Segera  

Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian, 
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 
Rancangan Peraturan Daerah  
dan Peraturan Wali Kota 

 

 
Yth. Sekretaris DPRD dan Daerah  

Kota Salatiga  

   di tempat 

 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 400.6.3.3/179/DPRD tanggal 10 April dan 

100.3/1303 tanggal 13 April  2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah 

dan Wali kota tentang: 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

2. Insentif dan Disinsentif Persetujuan Bangunan Gedung;  

3. Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah;  

4. Pengelolaan Dana Investasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;  

5. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Salatiga;  

6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;  

7. Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;dan  

8. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitasi 

Pengembangan Pesantren. 

bersama ini kami mengundang Saudara dan Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam Rapat 

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah 

pada: 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2026 

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai 

Sarana : Virtual Zoom Meeting melalui tautan: 

https://linktr.ee/kemenkumjateng 
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Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan 

Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota 

Salatiga. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih. 
 

Kepala Kantor Wilayah, 
 
 

  

 
Dr.Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H 

 
Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


